
Sasaran

Fase 1

Sasaran 

Antara

Pemprov/Pemda lokasi SKALA mengalokasikan anggaran untuk penerapan dan pemenuhan layanan dasar inklusif

Kapasitas fiskal Pemprov/Pemda lokasi SKALA meningkat 

(salah satunya) melalui peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)

10.8

Pemerintah pusat 

menjalankan peran 

koordinasi, 
pembinaan, dan 

pengawasan terkait 
pengelolaan PDRD 
di daerah

10.7

Pemimpin di

Prov/Kab lokasi


SKALA menunjukkan

komitmen dan


menjalankan peran

koordinasi,


pembinaan, dan

pengendalian terkait

pengelolaan PDRD di


daerah

10.3
Pemprov/Pemda lokasi SKALA menerbitkan regulasi dan 
kebijakan tentang PDRD

10.2
Pemerintah Prov/Kab 
lokasi SKALA 
memiliki desain 

peningkatan PAD

10.1
Pemerintah pusat 

menerbitkan 
regulasi dan 

kebijakan tentang 
PDRD

10.5
Pemerintah pusat 

menyelenggarakan 
bimbingan 

teknis terkait 
pengelolaan PDRD

10.6
Pengelola PDRD di Prov/Kab lokasi SKALA terlatih 
tentang pengelolaan PDRD sesuai dengan regulasi 
terbaru

10.4
Pemerintah 
pusat 

memiliki desain 

penguatan 
kapasitas 

pengelola PDRD

10.9 Kelembagaan Pengelola PDRD di Prov/Kab lokasi SKALA beroperasi sesuai dengan regulasi terbaru

10.10 Pemprov/Pemda lokasi SKALA mengelola PDRD sesuai dengan regulasi terbaru

B1

1.1.2.3 

Fasilitasi teknis pelaksanaan 
pembinaan dan pengawasan 
terkait pelaksanaan kebijakan 
PDRD melalui forum Pengelola 
Pendapatan Daerah (DJPK 
Kemenkeu) 

A2

6.2.1.3 

Fasilitasi teknis penguatan 
kapasitas pimpinan daerah 
terkait pendapatan daerah 

(Keuda Kemendagri)

1.1.1.5 Fasilitasi teknis 
optimalisasi pemanfaatan 
instrumen dan administrasi 
perpajakan (DJPK 
Kemenkeu) 

B1

1.1.1.7 Fasilitasi teknis 
penguatan kapasitas 
perumus 

kebijakan PDRD di tingkat 
pusat (DJPK Kemenkeu) 

B1

1.1.2.1 Input teknis 
penyusunan desain 
peningkatan kapasitas 
pengelola PDRD di daerah 
(DJPK Kemenkeu) 

B1

1.1.2.2 Fasilitasi teknis 
monev PDRD di daerah 
(Keuda Kemendagri) 

A2

6.2.1.1

Fasilitasi Teknis 
pengembangan pedoman 

dan panduan koordinasi, 
pembinaan, pengendalian dan 
pengelolaan DRD ke 

Kab/Kota

6.2.1.2

Fasilitasi Teknis sinergitas 
pemungutan pajak antara 
pemerintah rovinsi dan 
pemerintah kab/kota

6.2.1.3

Fasilitasi teknis 

penguatan kapasitas 

pimpinan daerah terkait 

pendapatan daerah

4.1.1.2

Rekomendasi rancangan 
Peraturan PDRD

AC

4.1.1.6 

Rekomendasi rancangan 
keputusan 

gubernur terkait 
pengelolaan pendapatan 
Aceh non pajak kendaraan 
bermotor

AC KU GO NB NT MA

4.1.1.7 

Rekomendasi teknis 
tentang integrasi 

sistem penerimaan daerah 
dari pajak dan 

non pajak

AC KU GO NB NT MA

B1

1.1.1.4 

Rancangan instrumen untuk 

penandaan/klasifikasi/tagging 
belanja pemerintah daerah 

yang ditentukan penggunaannya 
(earmarking bersumber dari 

pajak daerah)

B1

1.1.1.1 

Input teknis penyusunan kebijakan terkait 

PDRD (DJPK Kemenkeu) 

B1

1.1.1.2

Input teknis pengembangan metode 

penghitungan potensi PDRD (DJPK Kemenkeu) 

A2

1.1.1.3 

Input teknis penyusunan panduan 

pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah 

berbasis digitalisasi (Keuda Kemendagri)

A2

1.1.1.4 

Input teknis penyusunan alat ukur 

penilaian target dan realisasi pendapatan asli 

daerah (PAD) (Keuda Kemendagri)

B1

1.1.1.1 

Hasil pemetaan belanja daerah 
yang bersumber dari 

pendapatan pajak daerah dan 
retribusi daerah (PDRD) sesuai 

ketentuan perundang-undangan, 
sebagai masukan untuk 

kebijakan earmarking 
penerimaan PDRD

B1

1.1.1.2 

Hasil analisis dan rekomendasi tentang mekanisme 
pengenaan sanksi yang terkait earmarking pajak 
daerah
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